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Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah perlu direncanakan dan dikendalikan secara matang
dan komprehensif sehingga dalam pengel olaannya tidak memberatkan keuangan daerah. Namun yang lebih
penting dan mesti dijadikan pegangan adalah harus dihindari jumlah pinjaman di luar kemampuan kapasitas
keuangan daerah. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mengatur secara hati-hati kebijakan pinjaman daerah
agar tidak terjadi distors dalam implementasinya serta tidak akan bertentangan dengan spirit otonomi
daerah itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi terhadap formulasi kebijakan pemerintah, khususnya
formulasi DSCR pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, untuk dikgji
apakah sebagal instrument kebijakan cukup efektif dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah.

Desain penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan mengintegrasikan metode evaluasi, metode studi
literatur, dan metode wawancara, dengan model penguraian dalam bentuk analisis deskriptif berdasarkan
teori analisis kebijakan mempergunakan model retrospektif (model evaluatif). Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik studi literatur (data skunder) sebagai sumber data utama dan teknik wawancara
(data primer) sebagai data pelengkap. Sehubungan obyek penelitian adalah formulasi kebijakan pemerintah,
maka locus penelitian diarahkan pada institus tingkat penyusun kebijakan, yaitu Departemen Keuangan cq.
Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta. Sedang teknik analisis data dilakukan
melalui klasifikasi, kompilasi dan komparasi data APBD tahun 2005 dan 2006, kemudian dilakukan kajian
berdasarkan analisis kebijakan retrospektif menyangkut : (a) analisa DSCR dengan komponen PAD, DAU,
DBH, BelanjaWagjib; dan (b) kapasitas fiskal daerah beserta faktor-faktor pendukungnya.

Temuan dalam penelitian ini adalah : (1) adanya ketidaksesuaian (mismacht) komponen pembagi dalam
formulasi DSCR sertaterlalu kecilnya angka rasio DSCR yang ditetapkan yaitu sebesar > 2,5 menyebabkan
kurang efektifnya analisa DSCR dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah; dan (2) dilematis permasalahan
investas daerah terkait dengan kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan kebijakan Percepatan
Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal.

Sehubungan hal tersebut, peneliti menyarankan dalam penetapan pinjaman daerah, disamping menggunakan
parameter analisa DSCR, perlu mempertimbangkan manfaat |angsung proyek dan dampak sosial kepada
masyarakat. Disamping itu, dalam upaya penyempurnaan formulasi DSCR, untuk memperoleh refleks
kapasitas daerah yang lebih redlistis, khusus menyangkut komponen DAU selain dikurangi biayawajib
(belanja pegawai dan belanjalegidatif) juga perlu diperhitungkan dengan belanjarutin (belanja barang,
pemeliharaan serta belanja operasional pemerintahan umum lainnya) yang sifatnya termasuk dalam belanja
mengikat (committed expenditure). Hal ini mempertimbangkan realita porsi terbesar dana DAU (hampir 70
persen) dialokasikan untuk belanja pegawai/rutin operasional, sehingga sisanya sebesar 30 persen
merupakan dana bebas yang dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman. Diharapkan dengan format
baru tersebut hasil perhitungan DSCR akan menjadi lebih akurat dan obyektif. Sedangkan penetapan
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ambang minimum sebesar 2,5 dipandang cukup moderat sebagal batas ukuran untuk sekaligus
mengakomodir dua kepentingan, yaitu : kesempatan yang adil bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas
fiskal rendah, dan mengamankan prudent borrowing policy yang telah digariskan pemerintah.

<hr><i>Local borrowing as aternative for local financing must be planned and controlled thoughtfully and
comprehensively in order for its management not putting any burden on local finance. Y et more importantly
and the thing to be held on is the avoidance on the amount of borrowing beyond the ability of the local
finance capacity. For that reason, the government must regulate carefully policies on local borrowing so
there wouldn’t be any distortion in its implementations as well as not contrary to the spirit of the local
autonomy itself. The aim of thisresearch is evaluation on government policy formulation, especially DSCR
formulation in Government Regulation Number 54 Y ear 2005 concerning Local Borrowing, in order to be
analyzed whether as policy instrument it is effective enough in measuring local fiscal capacity.

The research design is qualitative kind which itsintegrated eval uation method, literature study method, and
interview method, with explanation model using descriptive analysis based on policy analysis theory using
retrospective model (evaluative model). Data collecting technique is performed by literature book study
technique (secondary data) as the primary data source and interview technique (primary data) as
supplementary data source. Since the research object is government policy formulation, therefore the
research locusis directed toward policy making institution level that is Ministry of Finance in this case
Directorate General of Trasury and Directorate General of Finance Balance in Jakarta. The data analysis
technique is performed through classification, compilation, and comparison on local budget datain 2005 and
2006, afterward analysisis performed based on retrospective policy analysis related to : (2) DSCR analysis
with the components of PAD, DAU, DBH, Obligatory Expenditures; and (b) local fiskal capacity along with
its supplementary factors.

The findings of thisresearch are : (1) the existence of mismatch on the dividing component in DSCR
formulation as well as the too small figure of DSCR ratio determined that is > 2,5 resulting in lack of
effectiveness on DSCR analysisin measuring local fiskal capacity; and (2) dilemmatic local investment
problems related to the policy of Investment Climate Improvement and policy of Acceleration on Left
Behind Region and Local Development.

Related to the above thing, the researcher suggest that in determining local borrowing, besides using DSCR
analysis parameter, it is also necessary to consider the immediate benefits of the project and its social effects
on community. Besides that, in the efforts to perfect DSCR formulation, to obtain more realistic local
capacity reflection, especially related to DAU component other than reducing obligatory costs (employee
expenditures and legislative expenditures), it is also necessary to cal culate the routine expenditures
(expenditures on goods, maintenance, and other general government operational expenditures) with its
characteristic included in committed expenditures. These by considering the reality that the largest portion
of DAU funds (almost 70 percent) is allocated for employee expenditure/operational routines, therefore the
remaining of 30 percent isfree funds that can be used for borrowing payment. It is expected that with that
new format the calculation results of DSCR will be more accurate and objective. Asfor the determination of
minimum threshold of 2,5 it is considered moderate enough as measuring limit in order simultaneously
accommodate two interests those are : fair opportunities for local areas with low fiscal capacities, and
securing prudent borrowing policy already determined by the government.</i>



